JIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

ADILAN AGAMA SELAYAR



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1. Terwujudnya penyelesaiaan
mediasi

2. Terwujudnya penyelesaian sisa
perkara

3. Terwujudnya penyelesaian
perkara

4. Terwujudnya penyelesaian

perkara dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan

5. Terwujudnya rasa keadilan dan
kepastian hokum terhadap pihak

berperkara

6. Terlaksananya registrasi berkas
perkara dan didistribusikan ke
majelis

7. Terwujudnya ratio majelis hakim
terhadap perkara

8. Terlaksananya penyampaian

pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para
pihak (prosentase akta cerai
yang

penggugat/pemohon)

diserahkan

9. Terwujudnya penyelesaian

perkara prodeo

Persentase mediasi yang diselesaikan

Persentase sisa perkara

yang
diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan

Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
tidak

Persentase  perkara

yang
mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali
Persentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Prosentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak

(prosentase akta cerai yang diserahkan

penggugat/pemohon)

Jumlah perkara prodeo

yang
diselesaikan



10.

11.

12.

13.

14.

Terwujudnya penyelesaian
perkara yang dapat diselesaiakan
dengan cara sidang keliling

Terwujudnya diakses secara on
line terhadap (amar) putusan

perkara (yang menarik perhatian

masyarakat) dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus.

Terlaksananya permohonan
eksekusi atas putusan perkara
yang berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti

Terwujudnya tindak lanjut atas
pengaduan masyarakat
Terwujudnya tindak lanjut atas
hasil

temuan pemeriksaan

eksternal

Persentase  perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang keliling

Persentase (amar) putusan perkara
(yang menarik perhatian masyarakat)
yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak

diputus.

Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
Persentase pengaduan masyarakat
yang ditindaklanjuti

Persentase temuan hasil pemeriksaan

eksternal yang ditindaklanjuti.



